BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI KLATEN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

2 = _,crnharaﬂ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
'T.::':G;:Ev.:m,.:ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pemgslolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Nes=—= Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
P=mbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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. Peratiman Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
T=hun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3161);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadeaan Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Penvertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan
Daerah ( Lembaran Daecrah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Elaten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
D==rah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pernyataan
Moczl Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah
Lemmbaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 6 );

. Per=ruran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Semetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
El=t=n | Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2,
T=mbahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Poloipokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
E=bupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran
c=er=h Eabupaten Klaten Nomor 49);
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. Per=tiran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Angsaran Pendapatan dan Belania Daerah Kahinaten Wlnean moto—



Ezbupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran
dastah Kabupaten Klaten Nomeor 49);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2013 9 ( Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tabun 2012 Nomeor 17 );

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 42;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.564.769.434.000,00
b. Bertambah Rp. 114.761.056.000.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.679.530.490.000,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.628.484.890.000,00
b. Bertambah Rp. 195.628.243.342.00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.824.113.133.342,00
Defisit setelah Perubahan (Rp.__144.582.643.342.00)

3. Pembigyaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 79.715.456.000,00
2] Bertammbah Rp. §4.812.187.342.00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 164.527.643.342,00
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 16.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 3.9435.000.000.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 19.945.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Bp.144.582.643.342.00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubzhan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.



Pasal 3

mpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 23 September 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 35





